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ABSTRACT 

 

Plastic waste is a very well-known problem because it has a long decomposition time limit, which 

is 100-500 years and can release a toxic substance (methane) when exposed to sunlight and if not 

decomposed immediately it can clog waterways and cause flooding. The step taken by the Bekasi 

City government is to create Bekasi Mayor Regulation No. 61 of 2018 which regulates the use of 

plastic bags, was made with the aim that people get used to using personal shopping bags. This 

study aims to describe and analyze the results of the implementation of Bekasi Mayor Regulation 

No. 61 of 2018 which has been running for 3 years at Pasar Kranji Baru Bekasi, as well as finding 

out the factors in the business actors. The research method used in this research is descriptive 

through a qualitative approach and uses primary data through questionnaires, as well as 

secondary data through journals, books, literature, etc. The research was then analyzed using 

Microsoft Excel and showed a low adherence rate of 44.8%. As for the inhibiting factors, namely 

the knowledge that business actors are still low, the habit of business actors using conventional 

plastic bags, and there are no sanctions for violators. 
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A. PENDAHULUAN 

 Manusia tidak dapat terlepas dari 

plastik karena manfaat yang dapat langung 

dirasakan oleh pengguna. Salah satu barang 

yang berasal dari plastik adalah kantong 

plastik. Kantong plastik efektif serta 

harganya juga sangat terjangkau. Ketika 

kantong plastik ini rusak dan tidak dapat 

digunakan lagi maka plastik ini akan menjadi 

sampah. Bakteri pengurai cukup sulit untuk 

dapat menguraikan sampah plastik, yaitu 

memilii kurun waktu 100-500 tahun. 

Menumpuknya sampah plastik dapat 

menyebabkan banjir, pencemaran air, dan 

penyumbatan drainase, dll.  

 Sampah plastik ini menjadi masalah 

yang sudah dibahas oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). PBB membentuk 

sebuah rencana aksi global bernama 

Sustainable Development Goals (SDG) atau 

yang biasa disebut Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB).  

Gambar 1. Sustainable Development Goals 

 

Sumber: Sustainable Development Goals 

(sdg2030indonesia.org) (2017). 

Permasalahan sampah plastik ini termasuk ke 

dalam misi nomor 12 (lihat gambar 1.1), 

yaitu untuk mengontrol penggunaan plastik 

dan menggunakan plastik secara bijak. Hal 

ini dikarenakan sampah plastik dapat 

mengeluarkan emisi gas beracun dan 

berdampak pada ekosistem lingkungan juga 

mengakibatkan pencemaran air.  

 Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi 

sebagai kepala daerah menerbitkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana 

pembangunan nasional periode akhir dengan 

RAD SDGs Jawa Barat memiliki pilar yang 

sama persis. Tema pembangunan RPJMN ke 

IV Tahun 2020-2024 adalah “Peningkatan 

Daya Saing Daerah Melalui Percepatan 

Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem 

Kesehatan Daerah”. Tema tersebut memilki 7 

Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-

2021 yang dibuat untuk memudahkan 

pencapaian SDG. 7 Agenda pembangunan 

tersebut ialah: 

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi 

untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 

2. Mengembangkan Wilayah untuk 

Mengurangi Kesenjangan & 

Menjamin Pemerataan 



3. Meningkatkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

4. Membangun Kebudayaan dan 

Karakter Bangsa 

5. Memperkuat Infrastruktur untuk 

Mendukung Pengembangan Ekonomi 

dan Pelayanan Dasar 

6. Membangun Lingkungan Hidup, 

Meningkatkan Ketahanan Bencana 

dan Perubahan Iklim 

7. Memperkuat Stabilitas 

Polhukhankam dan Transformasi 

Pelayanan Publik 

 Permasalahan sampah plastik yang 

harus ditangani oleh Wali Kota Bekasi 

termasuk ke dalam agenda keenam, untuk 

membangun lingkungan hidup dan 

perubahan iklim. Untuk dapat menyukseskan 

pilar keenam harus diatasi permasalahan 

sampah oleh pemerintah. Timbulan sampah 

di provinsi Indonesia tentu saja memiliki 

angka yang berbeda, tetapi Provinsi Jawa 

Barat memiliki timbulan sampah tahunan 

yang sangat banyak.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Timbulan Sampah di 

Jawa Barat 

 

Sumber: SIPSN Timbulan Sampah 

(sipsn.menlhk.go.id) (2021). 

 Jawa Barat menempati posisi kedua 

dari 34 provinsi dengan penghasilan timbulan 

sampah tahunan terbanyak di Indonesia 

dengan muatan sampah sebanyak 

4,599,600.53 ton. Pada provinsi Jawa Barat, 

ditemukan bahwa Kota Bekasi menghasilkan 

sampah yang memiliki jumlah besar, 

dibanding kota lainnya. 

Gambar 3. Grafik Timbulan Sampah di 

Jawa Barat 

 

Sumber: SIPSN Timbulan Sampah 

(sipsn.menlhk.go.id) (2021). 

 Timbulan sampah masing-masing 

kota yang ada di Provinsi Jawa Barat 

menunjukkan dari 14 Kota dan Kabupaten di 



Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki timbulan 

sampah tahunan terbanyak jika dibandingkan 

kota dan kabupaten lainnya. Perlu diketahui 

komposisi sampah agar Pemerintah dapat 

mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk 

mengatasi permasalahan sampah yang 

sedang terjadi di Kota Bekasi.  

Gambar 4. Grafik Komposisi Sampah 

 

Sumber: SIPSN Komposisi Sampah 

(sipsn.menlhk.go.id) (2021). 

 Sampah plastik menempati urutan ke-

2 penyumbang sampah terbanyak di Kota 

Bekasi menurut data SIPSN. Sampah sisa 

makanan memiliki kurun waktu untuk terurai 

cukup cepat seperti buah-buahan memiliki 

kurun waktu harian hingga 1 bulan, dan 

untuk yang dapat terurai lama, yaitu seperti 

kulit kacang pistachio/sejenisnya dapat 

terurai hingga 3 tahun. Hal ini tidak 

sebanding dengan sampah plastik yang jika 

dimakan oleh hewan akan menyebabkan 

kesengsaraan bagi kesehatan hewan hingga 

kematian. Sampah plastik juga dapat 

menyebakan pencemaran bagi air dan tanah, 

penyumbatan drainase, dan datangnya 

bencana alam seperti banjir.  

 Wali Kota mengeluarkan Peraturan 

Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang 

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 

sebagai respon dari permasalahan sampah 

untuk membuat lingkungan di Kota Bekasi 

menjadi bersih serta untuk mencapai tujuan 

RAD SDGs serta SDG nomor 12 untuk 

mengatur penggunaan plastik secara bijak. 

Peraturan ini mengatur mengenai 

penggunaan kantong plastik di tempat yang 

ramai seperti pusat pebelanjaan, pertokoan 

modern, dan pada kantor pemerintahan. 

Kemudian peraturan ini disempurnakan oleh 

Peraturan Wali Kota Bekasi No. 37 Tahun 

2019.  

 

Gambar 5. Grafik Komposisi Sampah 

berdasarkan Sumber Sampah 

 

Sumber: SIPSN Komposisi Sampah 

(sipsn.menlhk.go.id) (2021). 



 Pasar tradisional menempati urutan 

kedua setelah rumah tangga sebagai sumber 

sampah terbanyak di Kota Bekasi yang 

menghasikan 435 ton sampah setiap 

tahunnya. Kondisi ini yang menjadi alasan 

peneliti ingin meneliti pasar tradisional. 

Terdapat beberapa pasar tradisional Kota 

Bekasi seperti Pasar Baru Bekasi, Pasar 

Wisma Asri, Pasar Rawa Bebek, dan Pasar 

Kranji Baru, dsb. Namun Pasar Kranji Baru 

Bekasi memiliki jalanan yang tidak nyaman 

untuk dilalui karena penumpukan sampah di 

pinggir jalan. 

Gambar 6. Pasar Kranji Baru Bekasi  

  

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2022). 

 Penumpukan sampah di Pasar Kranji 

Baru sudah membludak hingga sampai ke 

jalanan sekitar pasar. Tentu saja hal ini 

membuat pembeli maupun pelaku usaha 

sendiri memilki rasa tidak nyaman terhadap 

Pasar Kranji Baru. Dampak dari penumpukan 

sampah yang ada di jalanan merupakan hasil 

dari ketidakpatuhan pelaku usaha maupun 

pembeli terhadap Peraturan Wali Kota 

Nomor 61 Tahun 2018. Penelitian ini ingin 

meneliti mengenai Kepatuhan Penggunaan 

Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha di Pasar 

Kranji Kota Bekasi belum maksimal. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Setelah melihat dari penjabaran 

identifikasi masalah maka peneliti melihat 

bahwa rumusan masalah yang tepat dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana kepatuhan pelaku usaha 

di Pasar Kranji terhadap kebijakan 

Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 

Tahun 2018 tentang Pengurangan 

Penggunaan Kantong Plastik? 

2. Apa faktor kepatuhan pelaku usaha di 

Pasar Kranji terhadap Peraturan Wali 

Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 

tentang Pegurangan Penggunaan 

Kantong Plastikik? 

  



C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Menganalisis kepatuhan pelaku usaha di 

Pasar Kranji Baru terhadap Peraturan 

Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 

dalam penggunaan kantong belanja 

plastik. 

2. Mengetahui faktor kepatuhan pelaku 

usaha terhadap Peraturan Wali Kota 

Bekasi no. 61 Tahun 2018 tentang 

Pengurangan Penggunaan Kantong 

Plastik. 

 

D. KAJIAN TEORI 

1. Administrasi Publik 

Administrasi publik menurut Chandler 

dan Plano (1988 dalam Keban 2019: 3) 

adalah proses di mana sumber daya dan 

personel publik diorganisir dan 

dikoordinasikan untuk merumuskan, 

melaksanakan, dan mengelola keputusan 

politik, sedangkan Owen Hughes (2004: 

23) mendefinisikan administrasi publik 

sebagai pengajaran akademik sektor 

publik. 

2. Kebijakan Publik 

Menurut Riant Nugroho (2020: 462) 

kebijakan publik adalah setiap keputusan 

dari administrasi publik, khususnya 

pemerintah, yang memberikan impak 

kepada kehidupan bersama serta domain 

utama dari pemerintah yang mempunyai 

arti strategis bagi pemecahan masalah di 

dalam kehidupan bersama pada hari ini 

dan di masa depan.  Chaizi Nasucha 

(2004 dalam Pasolong, 2019: 47) 

mengatakan bahwa kebijakan publik 

adalah kewenangan milik pemerintah 

dalam pembuatan suatu kebijakan yang 

digunakan ke dalam perangkat peraturan 

hukum. 

3. Kepatuhan 

Kepatuhan adalah salah satu fungsi dari 

evaluasi kebijakan. Menurut OECD 

(Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi 

dan Pengembangan), kepatuhan terhadap 

regulasi didefinisikan sebagai bentuk 

kepatuhan yang dilakukan oleh populasi 

sasaran terhadap regulasi. Smeth (dalam 

Afrianti, 2021) juga manyatakan bahwa 

kepatuhan (Compliance) merupakan 

suatu bentuk perilaku ketaatan seseorang 

terhadap tujuan yang telah ditetapkan. 

Tabel 1. Faktor-faktor Kepatuhan 

Kamidah Afrianti & 

Rahmiati  

Sarwono S. 

W. 

Dukungan 

Keluarga 

- - 

Pengetahuan Pengetahuan - 

Motivasi Motivasi - 

- Usia  - 

- Pendidikan - 

- Sikap - 

- - Kepribadian 

- - Kepercayaan 

- - Lingkungan 

Sumber: Diolah Peneliti (2022). 



Peneliti menggunakan pendapat dari 

Kamidah dan Afrianti untuk menentukan 

sub-fenomena penelitian ini, yaitu 

pengetahuan, motivasi, dan sikap 

 

E. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui 

teknik wawancara, kuesioner, dokumentasi, 

dan kajian pustaka. Populasi adalah 1.880 

pelaku usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi dan 

pengambilan sampel menggunakan rumus 

slovin sehingga sampel adalah 100 pelaku 

usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi. 

Pengolahan data menggunakan Microsoft 

Excel 2013. Analisis dan interpretasi data 

menggunakan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Pengujian 

kredibilitas  melalui triangulasi sumber.  

 

F. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kepatuhan Pelaku Usaha di Pasar Kranji 

Baru terhadap Peraturan Wali Kota 

Bekasi No. 61 Tahun 2018 dalam 

Penggunaan Kantong Belanja Plastik. 

 

 

 

 

 

No. Pernyataan Hasil Perse

ntase 

Keteran

gan 

1. Memberik

an kantong 

plastik 

ramah 

lingkungan 

kepada 

pembeli 

133 33.25 Rendah 

2. Mengguna

kan 

kantong 

plastik 

transparan 

sebagai 

kantong 

sampah 

269 67.25 Tinggi 

3. Mengajak 

pembeli 

untuk 

memakai 

kantong 

belanja 

sendiri 

144 36 Rendah 

4. Membawa 

Kantong 

Belanja 

Pribadi 

231 57.75 Tinggi 

5. Meminta 

kantong 

plastik 

ramah 

lingkungan 

kepada 

distributor/

penyedia 

plastik 

120 30 Rendah  

  Total 897 44,8 Rendah 

Sumber: Diolah peneliti (2023). 



 Setelah menelaah dan memproses 

data kuesioner maka didapat total hasil 

sebesar 897 dari skor maksimal sebesar 2000. 

Berikut ini akan dilampirkan kembali skala 

bobot keterangan untuk dapat dijelaskan hasil 

dari pengolahan data angket dari Pasar Kranji 

Baru Bekasi. 

 

Tabel 2. Skala Kepatuhan  

Skala Kepatuhan 

0 – 25% Kepatuhan Sangat 

Rendah 

25,1% - 50% Kepatuhan Rendah 

50,1% - 75% Kepatuhan Tinggi 

75,1% - 100% Kepatuhan Sangat 

Tinggi 

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan interval 

yang didapat (2022). 

 

Skor total

Skor Maksimal
 100% 

 

897

2000
 100% = 44,8% 

 

 Jika sesuai dengan kategori 

kepatuhan, maka nilai yang diperoleh sebesar 

44,8%. Angka tersebut menunjukkan bahwa 

pelaku usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi 

termasuk dalam kategori kepatuhan rendah. 

Sehingga kepatuhan pengurangan 

penggunaan kantong plastik oleh pelaku 

usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi masih 

rendah. Hasil ini meggambarkan bahwa 

pelaku usaha di Pasar Kranji Baru belum 

benar-benar memahami isi dari kebijakan 

tersebut.   

 

Faktor Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap 

Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 

2018 tentang Pengurangan Penggunaan 

Kantong Plastik. 

1. Pengetahuan 

 Sub-fenomena pengetahuan ini 

secara keseluruha menggambarkan 

bahwa pelaksana kebijakan telah 

berusaha melakukan sosialisasi, edukasi, 

dan pembinaan kepada kawasan-kawasan 

ramai yang menjadi target kebijakan dari 

Peraturan No. 61 Tahun 2018 tentang 

Pengurangan Penggunaan Kantong 

Plastik. Mulai dari sosialisasi oleh BSU, 

kemudian melakukan edukasi secara 

langsung mengenai kantong kertas ramah 

lingkungan. Selain itu pelaksana 

kebijakan juga telah memberikan surat 

kepada perusahaan-perusahaan terkait 

kebijakan pengurangan penggunaan 

kantong plastik. Secara garis besar 

pelaksana kebijakan telah memberikan 

edukasi dan sosialisasi kepada target 

group agar mereka semua memahami dan 

menaati kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik. 



 Kendati demikian ternyata pelaku 

usaha di Pasar Kranji tidak mengetahi 

mengenai kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik, bahkan 

mereka tidak mendengar dari orang-

orang setempat mengenai kebijakan 

tesebut. Pelaku usaha juga tidak mencari 

tahu mengenai peraturan/kebijakan 

tersebut di sosial media, sehingga mereka 

tidak mempunyai pengetahuan mengenai 

Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 

Tahun 2018 yang telah 

diimplementasikan sejak tahun 2019. 

2. Motivasi 

 Pelaku usaha masih menggunakan 

kantong plastik karena praktis dan juga 

memudahkan pembeli untuk membawa 

barang belanjaan mereka. Meskipun 

pelaksana kebijakan memiliki urgensitas 

untuk harus dapat mengurangi kantong 

belanja plastik, nampaknya pelaksana 

kebijakan akan kesulitan karena para 

pelaku usaha yang sudah terbiasa dengan 

manfaat kantong plastik yang mereka 

rasakan.  

 Tujuan kebijakan pengurangan 

kantong belanja plastik ini juga dibuat 

agar masyarakat memiliki kesadaran dan 

kewaspadaan terhadap dampak buruk 

dari kantong belanja plastik dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat 

juga. Meskipun demikian, pelaku usaha 

tetap setia menggunakan kantong belanja 

plastik dikarenakan untuk kemudahan 

mereka dalam melakukan transaksi jual-

beli serta mereka belum mengetahui ada 

kantong belanja plastik yang ramah 

lingkungan. Untuk membeli kantong 

belanja yang ramah lingkungan, 

nampaknya belum menjadi opsi bagi para 

pelaku usaha, dikarenakan berdasarkan 

pernyataan para pelaku usaha kantong 

belanja ramah lingkungan memiliki harga 

yang relatif mahal dari kantong belanja 

plastik. 

3. Sikap 

 belum adanya sanksi yang diberikan 

untuk pelaku usaha. Hal ini disebabkan 

karena pelaku usaha di pasar tradisional 

hanya mau yang mudah dan praktis 

untuknya tanpa melihat dampak dari 

plastik tersebut. Pelaksana kebijakan juga 

belum mensosialisasikan kantong belanja 

plastik yang ramah lingkungan bagi 

pelaku usaha dan dikhawatirkan mereka 

akan menuntut substitusi kantong belanja 

plastik. Tidak adanya teguran/sanksi 

untuk pelaku usaha yang tidak menaati 

kebijakan, membuat mereka merasa 

bahwa menggunakan kantong belanja 

plastik adalah hal yang lumrah dan biasa 



dilakukan oleh semua pelaku usaha di 

Pasar Kranji Baru Bekasi. 

 Evaluasi terkait Peraturan Wali Kota 

Bekasi No. 61 Tahun 2018 belum secara 

jelas ada jadwal/kurun waktu tertentu 

untuk membahas hasil kebijakannya. 

Pelaksana kebijakan harus menjalankan 

peraturan yang sudah diamanatkan oleh 

pusat dan mensosialisasikannya kepada 

masyarakat dengan baik dan mudah 

dimengerti. Namun, belum ada sanksi 

yang didapat oleh pelaku usaha yang 

tidak menaati kebijakan ini sehingga 

mereka menyepelekan Peraturan Wali 

Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang 

Pengurangan Kantong Belanja Plastik 

dan tetap memakai plastik sebagai alat 

pembungkus belanjaan pembeli. 

Meskipun tidak acuh terhadap 

penggunaan kantong plastik, pelaku 

usaha tetap menjaga lingkungan sekitar 

dengan menyapu, membuang sampah 

pada tempat sampah, dan melakukan 

pembersihan lingkungan dengan pelaku 

usaha lainnya agar pasar tetap bersih. 

 

G. KESIMPULAN 

 Berdasarkan data yang telah 

diperoleh dan dikelola oleh peneliti 

didapatkan hasil sebesar 44,8%, yaitu pelaku 

usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi memiliki 

kepatuhan yang rendah  terhadap kebijakan 

pengurangan penggunaan kantong plastik. 

Data diambil menggunakan skala likert dan 

diperoleh dari 100 responden pelaku usaha di 

Pasar Kranji Baru Bekasi. Ini berarti, pelaku 

usaha masih belum menyadari akan 

keberadaan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 

61 Tahun 2018 tentang Pengurangan 

Penggunaan Kantong Plastik.  

 Sejalan dengan pendapat Rahmawati 

bahwa kepatuhan sebagai sikap disiplin atau 

perilaku taat terhadap suatu perintah, maka 

dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha 

belum menunjukkan sikap disiplin terhadap 

Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 

2018. Pelaku usaha yang tidak patuh terhadap 

kebijakan ini akan menghambat keberhasilan 

kebijakan pengurangan penggunaan kantong 

plastik dan mengakibatkan sampah plastik di 

Kota Bekasi menumpuk. Padahal di Pasar 

Kranji Baru Bekasi sendiri sampah pasar 

berada di pinggir jalan dengan tempat yang 

sangat terbuka saja mengganggu pejalan kaki 

yang lewat pasar. Ini juga menandakan 

bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya 

melakukan tindakan pencegahan pencemaran 

lingkungan di sekitar Pasar Kranji Baru 

Bekasi.  

Berdasarkan hasil data angket dan data 

wawancara terhadap narasumber, maka dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha 



di Pasar Kranji Baru Bekasi belum 

mengetahui keberadaan kebijakan 

pengurangan penggunaan kantong plastik. 

Pelaku usaha sudah terbiasa menggunakan 

kantong plastik konvensional dan tetap 

memakai kantong plastik dikarenakan 

manfaat menggunakan kantong plastik yang 

efektif dan efisien dapat secara langsung 

dirasakan dibanding dampak buruknya yang 

sifatnya berkepanjangan. Pemerintah juga 

sudah melakukan sosialisasi secara langsung 

dan tidak langsung, namun hasilnya tidak 

sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan 

pemerintah. Ini menandakan bahwa 

pemerintah harus mengadakan sosialisasi 

ataupun pembinaan lain dengan cara berbeda 

yang lebih mudah dimengerti oleh pelaku 

usaha, karena usaha pemerintah jika hanya 

dari mulut ke mulut ataupun melalui media 

sosial tidak membuahkan hasil yang 

maksimal. 

 

H. SARAN 

1. Melakukan sosialisasi dengan bahasa 

yang mudah dimengerti oleh pelaku 

usaha terkait Peraturan Wali Kota Bekasi 

No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan 

Penggunaan Kantong Plastik. 

2. Memberikan edukasi/pembinaan secara 

langsung dengan membawa contoh nyata 

kantong belanja ramah lingkungan 

ataupun secara tidak langsung kepada 

pelaku usaha melalui media sosial dengan 

menempel poster atau membagikan 

selebaran terkait Peraturan Wali Kota 

Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang 

Pengurangan Penggunaan Kantong 

Plastik. 

3. Melakukan pengawasan di pasar 

tradisional terhadap pelaku usaha yang 

masih menggunakan kantong plastik 

konvensional ketika melakukan kegiatan 

jual beli sehingga kebijakan dapat 

berjalan dengan lancar. 

4. Menerapkan sanksi untuk memberikan 

efek jera bagi pelaku usaha yang masih 

menggunakan kantong plastik tidak 

ramah lingkungan dan tidak mengikuti 

kebijakan pengurangan penggunaan 

kantong plastik. 

5. Melakukan evaluasi terkait implementasi 

Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 

Tahun 2018 tentang Pengurangan 

Penggunaan Kantong Plastik secara 

berkala. 
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